
SALINAN

PRES IDEN
REPUBLIK TNDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PERSE.TUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL

ETHIOPIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN
THE C,OWRNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE GOWRNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBL|C OF
ETHIOPIA ON VISA EXDMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOIqIATIC

AND SERWCE PASSPOR"q

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik
bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari
tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S
yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial;

b. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan
dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik dengan
memfasilitasi akses masuk pemegang paspor
diplomatik dan paspor dinas dari pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik
Federal Ethiopia, Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia
telah menandatangani Persetujuan antara pemerintah
Republik Indonesia dan pemerintah Republik
Demokratik Federal Ethiopia mengenai pembebasan
Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan paspor
Dinas (Agreement betuteen the Gouernment of -t?e

Republic of Indonesia and the Gouernment of the Federar
Democratic Republic of Dthiopia on Visa Exemption for
Holders of Diptomcfiic and Seruice passpods) pada
tanggal 23 September 2OL9 di New york, Amerika
Serikat;
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c. bahwa. . .
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c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden
sebagai dasar hukum pemberlakuannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Demokratik Federal
Ethiopia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang
Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement
between th.e Gouerttment of the Republic of Indonesia
and tle Gouernment of the Federal Democratic Republic
of Ethiopia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic
and Seruice Passpods);

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOI2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEME,NT
BETWEEN THE GOWRNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOWRNMENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON VISA
EXEMPTTON FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
sERylCE PASSPORTq.
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Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik
Federal Ethiopia mengenai Pembebasan Visa bagi
Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
(Agreement between the Gouernment of th.e Republic of
Indonesia and tlrc Gouernment of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia on Visa Exemption for Holders of
Diplomatic and Seruice Passports) yang telah
ditandatangani pada tanggal 23 September 2O19 di New
York, Amerika Serikat.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Demokratik Federal Ethiopia mengenai Pembebasan
Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor
Dinas (Agreement between the Gouernment of tlrc
Republic of Indonesia and the Gouemment of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia on Visa Exemption for
Holders of Diplomatic and Seruice Passporfs) dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana
terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini
diundangkan.

mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

trasi Hukum,

*

tKt
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vanna Djaman



R-EPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERIT.ITAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA

MENGENAI

PEilIBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG

PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal

Ethiopia (selanjutnya secara bersama disebut sebagai 'Para Pihak" dan secara

sendiri-sendiri sebagai "Pihak");

Mempertimbangkan hubungan baik. antara kedua negara;

Berkeinginan untuk lebih memperkuat hubungan tersebut atas dasar prinsip

imbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan

paspor dinas dari kedua negara,

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

PEMBEBASAN VISA

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas

yang sah, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk ke, tinggal di'

transit melalui, atiau keluar dari wilayah Pihak lainnya untuk iangka waKu tidak

lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama masuk.



PASAL 2

MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak, wajib sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas

dapat memasuki atau meninggalkan wilayah Pihak lainnya, melalui setiap titik

lintas batas yang terbuka untuk lalu lintas intemasional, tanpa pembatasan,

kecuali untuk ha|+lal yang tertuang dalam persyaratan keamanan, pedintasan

batas, bea cukai, sanitasi, dan ketentuan lainnya yang secara hukum dapat

diterapkan kepada pemegang paspor tersebut.

1.

PASAL 4

VISA BAGI ANGGOTA PERWAKILAN DIPLOMATIK

DAN PERWAKILAN KONSULER

Warga negara salah satu Pihak, yang ditugaskan sebagai anggota misi

diplomatik atau konsuler, atau sebagai perwakilan organisasi internasional di

wilayah Pihak lainnya, termasuk suamifistri, anak, dan pihak tertanggung

lainnya pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, diwajibkan

untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari perwakilan diplomatik atau

konsuler Pihak lainnya sebelum kedatangannya.

Warga negara salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal

ini dapat meninggalkan, masuk kembali, transit, dan tinggal diwilayah negara

Pihak lainnya tanpa visa selama jangka waktu penugasannya, sejauh yang

bersangkutan tunduk terhadap persyaratan akreditasi dan telah memperoleh

kartu identitas diplomatik atau kartu identitas lainnya yang berlaku di Pihak

penerima dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dihitung dari tanggal

pertama masuk.



1.

PASAL 5

HAK PIHAK BERWENANG

Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara salah satu Pihak dari

kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan

Pihak lainnya ketika memasuki dan meninggalkan wilayahnya.

Persetujuan ini tidak memengaruhi hukum dan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku di kedua negara terkait keamanan dalam negeri,

masuknya, tinggalnya, atau pergerakan orang asing.

Para Pihak memiliki hak untuk menolak izin masuk atau mempersingkat

masa tlnggat siapapun yang memiliki hak atas pembebasan visa dan

fasilitas-fasilitas lainnya yang diatur dalam Persetujuan ini, apabila orang

tersebut tidak diinginkan.

PASAL 6

PENAHGGUHAN

Salah satu Pihak dapat secara sementara menangguhkan penerapan

Persefujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan

keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat.

Ketentuan terkait pembedakuan dan pengakhiran penangguhan

sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal iniwajib diberitahukan kepada

Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Penangguhan Persetujuan ini, secara keseluruhan maupun sebagian, tidak

memengaruhi hak warga negara salah satu Pihak yang memegang paspor

dlplomatik atau paspor dinas yang sah yang telah diberikan izin masuk dan

telah berada di wilayah Pihak lainnya menurut Pasal 1 Persetuiuan ini pada

saat diberlakukannya penangguhan.

PASAL 7

PERTUXARAN CONTOH PASPOR

L Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh paspor

diplomatik dan paspor dinas mereka yang sah, tidak lebih dari 30 (tiga puluh)

hari sebelum pemberlakuan Persetujuan ini.



2. Dalam hal salah satu Pihak memodifikasi atau mengubah paspor diplomatik
dan paspor dinasnya, Pihak tersebut wajib menyampaikan contoh paspor

baru dimaksud kepada Pihak lainnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari
sebelum pembedakuannya.

PASAL 8

KEHILANGAN PASPOR

Dalam hal hilangnya atau rusaknya paspor diplomatik atau paspor dinas warga

negara salah satu Pihak dalam wilayah Pihak lainnya, yang bersangkutan wajib
segera memberitahukan pihak b€Menang dari Pihak penerima m€lalui misi

diplomatik atau konsuler negara asalnya. Misi diplomalik dan konsuler terkait
wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan negaranya, menerbitkan

kepada warga negara teFebut dokumen perjalanan untuk kembali ke negara

asarnya,

PASAL 9

PERLINDUNGAN DARI TINDAK PEMALSUA}I

Para Pihak wajib memberikan perlindungan yang setinggi mungkin atas paspor

diplomatik dan paspor dinas yang dikeluarkan dari tindak pemalsuan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAiI

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan

Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau

perundingan antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 11

AMEI.IDEMEN

1 . Persetujuan ini dapat diamendemen atau diubah dengan kesepakatan antara

Para Pihak melalui saluran diplomatik.

2. Setiap amendemen atau pengubahan yang dilakukan mulai berlaku sesuai

dengan ketentuan pada Pasal 12 Persetujuan ini.



PASAL 12

MULAI BERLAKU, DURASI, DAN PENGAKHIMN

Pers€tujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setslah diterimanya
p€mberitahuan terakhir dari Para Pihak yang saling memberitahukan
penyelesaian prosedur internal masing-masing untuk pemberlakuan Perseiujuan

ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali

salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan

menyampaikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelum tanggal

pengakhiran yang diinginkan.

Sobagal bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kewenangan oleh

Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini dalam 2 (dua)

rangkap, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua

teks memiliki nilai keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi,

teks dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Dibuat di New York pada tanggal

Soplqnbor tahun 2019.

UI.ITUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK DETIOKRATIK



AGREEiIENT

BETWEEN

THE GOVERNTIENTOF

THE REPUBLIC OF TNDONESIA

AND

THE GOVERNTENT OF

THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ON

VISA EXEiIPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMANC

AND SERVICE PASSPORTS

The Govemment of the Republic of lndonesia and the Government of the Federal

Demoffatic Republic of Ethiopia (hereinafier jointly refened to as the 'Parties'

and separately as the 'Part!fl;

CONSIDERING the existing frierdly relations between the two countfies;

DESlRlllG to further strengthen such felations, on a reciprocal basis, by

facilitating the entry of nationals of th€ two countrios holding diplomatic or service

passports;

PURSUAilT to the prevailing laws and regulation of their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

Artlcle {
VISA EXEMPTION

Citizens of either Party holde|s of velid diplomatic and service passports, shall

not be r€quired to obtain a visa to enter into, stay in, fansit thlough 0r exit trom



the tenitory of the other Party, for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days

from the date of each entry.

Article 2

DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of diplomatic and service passports of citizens of either Party shall

be valid for at least six (6) months of the date of the entry into the territory of the

other Party.

Article 3

ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Citizens of either Party holding diplomatic or service passports, shall enter into or

departkom the territory ofthe other Party through any border-crossing point open

to intemational traffic, without restrictions, except for those stipulated in the

security, migratory, austoms, sanitary, and other provisions which may be legally

applicable to holders of such valid pa$sport.

Article 4

VISAS FOR MEMBERS OF DIPLOIUANC ANO CONSULAR IIISSIONS

t. The citizens of either Party, who are assigned to diplomatic or consular

missions or a representation of international organizations located in the

tenitory of the other Party, and their spouses, children, and dependents

holding valid diplomatic or service passports, shall be required to obtain

appropriate enfy visa from the diplomatic or consular mission of the other

Party, prior to the entry.

The citizens of either Party mentioned in paragraph 1 of this Micle shall exit

from, recnter, hansit through, and slay in the territory of the other Party

without a visa for the period of their assignment, provided that they have

complied with the accreditation requirements and obtained a valid diplomatic

or other appropriate identity card of the receiving Party within 60 (sixty) days

from the date of first entry.



lf either Party modifies or change its diplomatic and service passport, it shall

transmit to the other Party the specimen of the new passport through

diplomatic channel at least 30 (thirty) days before its circulation.

Article 8

LOSS OF PASSPORT

In case citizens either Party lose or damage their diplomatic or service passports

in the tenitory of the other Party, they shall immediately inform the competent

authorities in the receiving country through the diplomatic mission of consular

post representing the country of origin. The diplomatic mission or consular post

concemed shall in compliance with the legislation of its country, issue such

persons with a document to retum to the country of origin.

Article I
PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING

The Parties shall provide theh diplomatic and service passports with the highest

level protection against counterfeiting.

Article 10

DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute between Parties on the interpretation or implementation of this

Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations

between the Parties via diolomatic channels.

Article 11

AMENDMENTS

This Agreement may be amended or modified by mutual consent of the

Parties through diplomatic channels.

Any amendments or modification made shall enter into force pursuant to

Article 12 of this Agreement.
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Article 5

THE RIGHTS OF AUTHORITIES

This Agreement shall not exempt citizens the other Party from the obligations

to respect the laws and regulations of the other Parly when entering and

departing its territory.

2. This Agreement does not affect the applicable laws and regulations of the

two countries relating to internal security, entry, stay, o'r movement of

foreigners.

3. Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the

duration of stay of any persgn entitled to visa exemption and facilitates under

this Agreement if it considers that person undesirable.

Article 6

SUSPENSION

Either Par$ may temporarily suspend this Agreement either in whole or in

part, with tre reasons of national security, public order, or public health.

The introduction as well as termination of the measures stated in paragraph

'1 of this Article shall be duly informed to the other Party through diplomatic

channels.

The suspension of this Agreement, in whole or in part, shall not affect the

rights of citizens of either Party hotding valid diplomatic or service passport

who have already entered in the tenitory of the other Party under Micle 1 of

this Agreement.

Article 7
EXCHANGE OF SPECIMENS

1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their

valid diplomatic and service passport no later than 30 (thirty) before the entry

into force of this Agreement.

5.




